Menimbang

Mengingat

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 404 TAHUN 2011
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Restoran;

1,

No

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); _
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan Lain-fain ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Vihd e

o
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kabupaten Pamekasan.

Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang ditunjuk untuk
menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh Waijib
Pajak.

Pejabat adalah Kepala Dinas.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

- peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak tertentu.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi
utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual
barang yang telah disita.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima
atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung
kepada Restoran.

Cash Register adalah mesin yang dipakai untuk mencatat transaksi atau
bukti pembayaran pada Restoran.

Bon Penjualan atau Bill adalah dokumen bukti
pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang
dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada
Restoran.

Cara Menghitung Pajak Sendiri, yang selanjutnya disebut Cara MPS, adalah cara
penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak
untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang.
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Cara Taksasi adalah cara penghitungan pajak, dimana jumiah pajak
terutang setiap Wajib Pajak ditetapkan langsung oleh pejabat.
Restoran Cara MPS adalah Restoran yang telah mengadakan pembukuan
sesuai Standar Akuntansi dengan memakai Bon Pembayaran atau Bill
dan dilengkapi dengan atau tanpa dilengkapi dengan Cash Register
penerimaan yang pengenaannya berdasarkan MPS.

Restoran Cara Taksasi adalah Restoran yang belum mengadakan
pembukuan secara lengkap yang pengenaannya berdasarkan Taksasi;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah suat yang digunakan oleh Waijib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau pajak yang
terutang ke kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besamya jumiah pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDT
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumiah pajak yang
terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak
terutang, jumlah pembayaran periodik, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumiah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah pembayaran periodik lebih besar dari pajak terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumiah pajak yang terutang
sama besarnya dengan pembayaran yang telah dilakukan atau
pajak tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan deerah dan menegakkan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berita Acara Hasil Pengawasan adalah permyataan Wajib Pajak yang
menerima dan/atau menolak seluruh prosedur pengawasan.

Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk  mencar,
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya guna
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

. Baita Acara Hasi Pemeriksaan adalah pemyataan Wajib Pajak yang

menerima dan/atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.



35. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor
Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan
atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan
teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada
umumnya.

36. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Persekutuan, Perkumpulan, FArma,
Kongsi, Koperasi, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun,
bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

38. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah atau benda
berharga, dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.

39. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang diselenggarakan pada
saat dan jangka waktu tertentu dengan pelayanan dan/atau fasilitas
lainnya dengan dipungut atau tanpa pembayaran.

40. Standar Akuntansi adalah suatu peraturan atau kesesuaian sistem akuntansi
yang diterapkan oleh sebuah entitas yang sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, untuk Indonesia diatur dalam PSAK.

BAB 11
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 2

Pajak Restoran dipungut dengan Cara MPS dan atau Cara Taksasi.
Pasal 3

(1) Cara MPS:

a. Wajib Pajak diwajibkan menggunakan Bon Penjualan atau Bill yang
telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
dan/ atau Cash Register;

b. Bon Penjualan atau Bill harus memuat:

1. nama dan alamat tempat usaha;
2. seri dan nomor unit; dan
3. nomor urut setiap seri ditentukan sampai dengan 10.000;
c. Cash Register harus memuat:
1. tanggal dan jam transaksi; dan
2. nomor unit struck transaksi.
(2) Cara Taksasi:

Pengusaha Restoran dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang terutang

dalam SKPD dan/atau SKPDT.

Pasal 4

(1) Bon Penjualan atau Bill, baik yang tertulis atau yang dicetak (Cash Register)
sebagai bukti transaksi harus mencantumkan pajak sebesar 10% (sepuluh
persen).

(2) Apabila dalam Bon tidak mencantumkan pajak 10% (sepuluh persen),
maka harga sudah termasuk pajak.

(3) Wajib Pajak harus menyerahkan Bon Penjualan atau Bill
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang atau badan
yang mendapatkan pelayanan di Restoran.




BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 5

(1) Wajib Pajak dengan cara MPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPTPD setiap
bulan sekali, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

(2) Penyetoran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Cara MPS setiap
tanggal 7, 14, 21, 28 bulan berjalan kepada Bendaharawan
Penerima berdasarkan laporan hasil penjualan.

(3) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran
dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Penyetoran pajak dilakukan oleh Waijib Pajak dengan Cara Taksasi setiap
bulan sekali, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak kepada Bendaharawan Penerima berdasarkan SKPD.

(5) Besamya setoran pajak dihitung dengan cara mengalikan jumlah
pendapatan Restoran dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

(6) Setiap berakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada
Wajib Pajak dengan Cara MPS oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk
guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan
pembayaran masa pajak bulan sebelumnya.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, terhadap pajak
yang terutang tidak atau kurang bayar diterbitkan SKPDKB.

(8) Apabila jumiah penyetoran pajak sama besamya dengan hasil pemeriksaan, maka
diterbitkan SKPDN.

(9) Apabila jumiah penyetoran pajek lebih besar dari hasii pemeriksaan, maka
diterbitkan SKPDLB.

(10) Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajak (data baru) atau
data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah
pajak yang terutang, maka diterbitkan SKPDKBT.

Pasal 6

Pajak yang dipungut disetorkan kepada Bendaharawan Penerima dengan
menggunakan SSPD.
BAB IV
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG
Pasal 7

(1) Bagi Waijib Pajak dengan Cara MPS, jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB
atau SKPDKBT) adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau
SKPDKBT oleh Waijib Pajak.

(2) Bagi Waijib Pajak dengan Cara Taksasi, jatuh tempo pajak terutang adalah
15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.

BABYV
TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak, Wajib Pajak
berkewaijiban melaporkan kepada Pejabat paling lama 1 (satu) hari kerja
sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di Restoran.



(2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Pejabat dapat menetapkan serta
menempatkan anggota Tim Pengawas yang dilengkapi surat tugas
dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem on
line (komputerisasi) di setiap objek pajak.

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi
sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan
tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

(4) Wajb Pajak harus memelhara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(5) Penempatan anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan untuk melakukan pengawasan operasional dan
penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu
dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.

(6) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Pejabat, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
bakewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil
Pengawasan.

(7) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus disertai Surat
Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan line telepon oleh Wajb Pajak
tersebut.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 9

(1) Pemeriksaan terhadap penetapan jumiah pajak terutang dilakukan oleh
Pejabat bagi objek pajak dengan Cara MPS secara berkala.

(2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Pejabat dapat menunjuk
Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi Tim Pemeriksa.

(3) Untuk keperluan pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus dilengkapi dengan
Surat Tugas Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak
yang diperiksa.

(4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi diterima
umum, memperiihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan yaitu
Neraca, Laporan Rugi Laba, Perubahan Arus Kas, catatan atas
Laporan Keuangan, Rekap Penjualan, Buku Besar Piutang, Bon/Bill, Bukti
Setoran bank, atau dokumen lain yang berhubungan dengan
kegiatan usaha Wajib Pajak kepada Tim Pemeriksa;

b. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dipandang periu dan
memberi bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha
Waijib Pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan

c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan
secara benar dan jelas.

(5) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dilakukan
pemeriksaan khusus.

(6) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan
pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(7) Untk kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak
hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 10

(1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal
jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka diterbitkan Surat
Peringatan.

(2) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
pajak, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan,
Waijib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka diterbitkan Surat Teguran.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
diterimanya Surat Teguran, maka Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

(5) Surat Peringatan atau Surat Teguran dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 11

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB atau
SKPDKBT yang tidak dibayar pada waktunya, dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Surat Paksa yang diawali dengan kalimat "DEMI KEADIAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan
eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. dasar penagihan;

¢. besarnya utang pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

(4) Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap
Wajib Pajak; atau

c. Wajib Pajak tidak ‘'memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan
dalam keputusan persetujuan.

(5) Penertiban Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
pejabat setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

(6) Apabila Wajib Pajak menolak Surat Paksa dengan alasan sedang
mengajukan keberatan pajak atau alasan lainnya, maka salinan
Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha atau
tempat kedudukan Wajib Pajak dan dicatat dalam Berita Acara
Penyampaian Surat Paksa bahwa Wajib Pajak menolak menerima salinan
Surat Paksa, sehingga Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

BAB VIII
TATA CARA ANGSURAN DAN
PENUNDAAN SETORAN PAJAK
Pasal 12

(1) Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis
oleh Wajib Pajak kepada pejabat.

(2) Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.



(3) Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu.

(4) Persetujuan terhadap permchonan angsuran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian
angsuran.

(5) Persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan surat persetujuan
penundaan pembayaran.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 13

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui
Kepala Dinas atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan
mengirim kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
dengan mengajukan alasan secara jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD
diterima Wajib Pajak.

(4) Tanda terima Surat Keberatan dari Kepala Dinas dan tanda bukti
pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat
Keberatan Wajib Pajak.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang.

(6) Hasil pemeriksaan ulang atas pengajuan keberatan dituangkan dalam
Berita Acara Hasl Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Waijib Pajak
yang bersangkutan dan Tim Pemeriksa.

(7) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak menerima
Surat Keberatan, Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan
yang menyatakan:

a. keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian; atau
b. keberatan ditolak.

(8) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menerima keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), maka pajak terutang ditetapkan secara
jabatan.

(9) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan
keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala
Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan
dianggap diterima sepenuhnya.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau
pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan keringanan atau pembebasan pajok harus diajukan
secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta
melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto
copy Nomor Pokok Wajb Pajak Daerah (NPWPD) dan
SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB dengan mencantumkan
alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang
Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan
dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Diundangkan di Pamekasan
25 Janveri 2019

pada tanggal

(4) Atas dasar penelitian dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Dinas
mengajukan pertimbangan dan rekomendasi dilampiri alasan dan
pertimbangan kepada Bupati.

(5) Bupati memberikan keputusan atas pemberian keringanan atau
pembebasan pajak.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PAJAK
Pasal 15

Kelebihan pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak melalui

restitusi atau kompensasi dengan cara :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan bermaterai kepada Pejabat dengan
melampirkan tanda bukti pembayaran asli dan kuitansi lengkap bermaterai
(yang dikembalikan) dalam rangkap 4 (empat);

b. setelah Wajlb Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPPKPD);

c. kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajek sesuai
SPMKPD dan SPMU.

BAB XI
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN
Pasal 16

Bentuk formulir ketentuan perpajakan yang dipergunakan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Jenuers 2011

BUPATI PAMEKASAN,
' \_

KHOJMLU

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

-

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B



LAMPIRAN PERATURAN BUPAT!I PAMEKASAN
NOMOR : 404 TAHUN 2011

TANGGAL
25 Jonuarsi 2011
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

1. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN ,
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN No SPTPD e e

KEUANGAN DAN ASSET Masa Pajak ..,
JI. Stadion No. 58 A PAMEKASAN TahunPajak @ e
Telp. (0324) 322274
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

N.P.W.P Kepada Yth;

I I I O O I O O

R

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri nomor pada kotakl | yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan
paling lambat Tanggal .............. (Offical Assesment) dan tanggal 15 bulan berikutnya
(Self Assesment).

4. Ketedambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan
secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Offical Assesment dan denda untuk WP
yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

a. Restoran
No | Meja yang tersedia | Jumlah Kursi Jumlah Pengunjung Rata-rata Per-hari
1.
2.
3.
4.
5.
b. Menggunakan Kas Register [ ]1. va
2. Tidak
c. Mengadakan pembukuan / pencatatan || 1. Ya
2. Tidak
d. Menggunakan Bon []1. va
2. Tidak




B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumiah pembayaran dan pajak terutama untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dan awal
masa pajak dalam tahun pajak tertentu)

a. Masa pajak DTGl 8 TGl
b. Dasar pengenaan (jumlah D RP. e
pembayaran yang diterima)
¢. Tarip Pajak (sesuai Perda) D e %
d. Pajak terutang (b x c) D RP. s
Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang (lampiran foto copy
dokumen)
a. Masa pajak DTGl e ST
b. Dasar pengenaan (jumiah TORP. e
pembayaran yang diterima)
c. Tarip Pajak (sesuai Perda) L eereeveene e %
d. Pajak terutang (b x c) T ORP. e

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RENANGGUNG PAJAK OFFICIAL ASSESMENT

a. Masa pajak DTG 8l TG
b. Dasar pengenaan (jumiah TORP. e,
pembayaran yang diterima)

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa
apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, dan
jelas.

Nama Jelas

E. DiISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET

Secara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP




2. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN (s mKseEED Paiak
DINAS ! Da ?:;n o No Urut
PENDAPATAN,PENGELOLAAN o T T

KEUANGAN DAN ASSET Masa Pajak :
JI' shdion NO. 58 A .........................
PAMEKASAN

-------------------------

Nama L eeeeetetirtereereasressesreresuseseeteeresiesterenrn arateannranntateerernnanreeestannn
Alamat L eetteeeresstesstesssssssississsssserensetisstieeeeseesesseseesemsestesteeeeesnsennnnan

NPWPO U0 O 0

Tanggal jatuh TEMPO © .o e e s e e s s ermneeeeeanees

No Ayat Jenis Pajak Daerah Ju;:,lah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sansi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan Huruf j

PERHATIAN
1. Harap penyetoran di lakukan melalui BKP (Bendaharawan Khusus Penerima) dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Pamekasan, .........c...cccoceveerenen. 2011
a.n. Kepala DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET
Kepala Bidang Pendapatan

Drs. AGUS MULYADI, M.Si
NIP. 19610829 198603 1003

MODEL DPD-29




3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN SKPD
DINAS (Surat Kg:eta:a;n Pajak No Urut
ra
PENDAPATAN,PENGELOLAAN N 0 B
KEUANGAN DAN ASSET | Masa Pajak :
NGAN DAN A ppi——
PAMEKASAN = | .

|. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewaijiban.
Ayat Pajak o NN D D A
Nama Pajak :

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai benkut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
¢. Lain-lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)
5. Sanksi administrasi

a. Bunga (pasal 9 ayat (1) Rp.
b. Kenaikan (pasal 9 ayat (5) Rp.
¢. Jumlah Sanksi administrasi (2-3c) Rp.
6. Jumilah yang masih harus dibayar (x+5c) Rp.
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ) dengan

menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPDKB ini terima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Pamekasan, .........ccccceeeeveeeecvnens 2011
a.n. Kepala DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET

KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala

NIP.
MODEL : BPD-100

Gunting disini
No. SKPDKB
TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama
Alamat

Tahun

Yang menerima

MODEL. BPD-100




4. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN SKPD
DINAS O i oy "k No Urut
PENDAPATAN,PENGELOLAAN T T T T 11
KEUANGAN DAN ASSET | MasaPajak :
Non DAk A .
PAMEKASAN = | e

|. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban.
Ayat Pajak : [ ] j J l I |
Nama Pajak :

. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumiah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d. Jumiah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3e) Rp. NIHIL
Pamekasan, .............cccceveencnennnn. 2011

a.n. Kepala DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET

KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala

NIP.
MODEL : BPD-10C

Gunting disini
No. SKPDKB
TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama
Alamat

Tahun

Yang menerima

MODEL. BPD-10C




5. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN SKPD
DINAS Ny o Lol No Urut
PENDAPATAN,PENGELOLAAN | . N O O O
KEUANGAN DAN ASSET eeeeereseemeeeenseesn
J\. Stadion No. 58 A Tahun
PAMEKASAN ......................
Nama e eemetieemvemeesessssssesseesseeveesssieeressaneerieseatersientetertestenrnennnnnas
Alamat et eeeeetteeeeeeaesieeeerteeeeteeeseeeaaasrnenteareseeeanantatenenaneeaararans
NPWPD 0 O L1111 O o1

Tanggal jatuh TEMPO © et e et re e eae s e s sas e e be s nee s snean s e e

I. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban.
Ayat Pajak o I N I A
Nama Pajak :

ll. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (3d-2)

5. Sanksi administrasi
a. Bunga (pasal 9 ayat (1) Rp.
b. Kenaikan (pasal 9 ayat (5) Rp.
c. Jumiah Sanksi administrasi (a+b)

Rp.
6. Jumiah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp.
|

Dengan Huruf |

PERHATIAN

- Pengambilan kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan surat perintah mengeluarkan uang
(SPMU).

Pamekasan, .........cccccccevvenerecienn. 2011
a.n. Kepala DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala
NIP.
MODEL. : BPD-10F
Gunting disini
No. SKPDKB |
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama
Alamat
Tahun
Yang menerima
| )

MODEL. BPD-10F




6. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN urat SKPP? Deerah
DINAS e moatan; No Urut
PENDAPATAN,PENGELOLAAN TTT T

KEUANGAN DAN ASSET | Masa Pajak :
ppeisiveiubiAn LI R e,

Tahun
PAMEKASAN | .
Nama  eeerrerteeereseereesesrersessesesesessestesesstsseesenesetrasanteeensssneeeesnnne
Alamat T i eeeeeeereereeeereeseeessseteseserstesseesresseseseesseessssescaseesssreezanesesas
NPWPD o I T I e O I O O B O
Tanggal jatuh TEMPO & .ot
No Ayat Jenis Pajak Daerah J”;:,,'ah

Jumiah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sansi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumilah Keseluruhan Rp.

Dengan Huruf L l

PERHATIAN

1. Harap penyetoran di lakukan melalui BKP (Bendaharawan Khusus Penerima) dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Pamekasan, ........c.c.ccceeveevurrcnenes 2011
a.n. Kepala DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

NIP.

MODEL DPD-10B
Gunting disini
No. SKPDKB
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama
Alamat
Tahun
Yang menerima

MODEL. BPD-10B




7. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN (Sorst Sitsf:szkm:msqv
Ty Tanbaber) No Urut
PENDAPATAN,PENGELOLAAN | Masa Pajak : I N O N I
KEUANGAN DAN ASSET | womenersoene
JL Stadion No. §8 A Tahun
PAMEKASAN @ | seevesmmmesmscvcomsenen
Nama et emretaememsrerescaeoeeeseersresastsseteseersesseonsreanntnenn tarannraeneanannnnnn
Alamat et rr st e
NPWPD DDL[IJILIIIIIF[I!

Tanggal jatuh TempPO & et e e e a e

I. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban.
Ayat Pajak -l |
Nama Pajak

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
¢. Lain-lain Rp.
d. Jumiah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (3d-2)

5. Sanksi administrasi
a. Bunga (pasal 9 ayat (1) Rp.
b. Kenaikan (pasal 9 ayat (5) Rp.
¢. Jumiah Sanksi administrasi (a+b)

Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5¢) Rp.
1

Dengan Huruf |

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melaiui BKP atau Kas Daerah (Bank ) dengan
menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB
ini terima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Pamekasan, ......c.cccoeeeeverernenennn 2011
a.n. Kepala DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala

NIP.
MODEL : BPD-10E

Gunting disini
No. SKPDKB
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama
Alamat
Tahun
Yang menerima

MODEL. BPD-10E




8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN STPD .
DINAS (urat Togvan Pjok No Urut

PENDAPATAN,PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET Masa Pajak :
Ji. Stadion No. 58 A T
PAMEKASAN :

L1 1T T 1]

Nama T et eereeeeeesesemeeeseseeeseeseessssessemmmeesesesesasesenemmeseesesssasessnrnenns
Alamat e eeteetressressstessesessesssisessesesseseratiniateesttstierartestitrrestensnnnaerrann

NPWPD JEREREENERRERREREEN

Tanggal jatuh TEMPO © ettt ea e e s s e eer s

I. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban.

Ayat Pajak :3{ I J ! i l j

Nama Pajak

H. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar Rp.
2. Saksi Administrasi bunga (pasal 10 ayat(3) Rp.
3. Jumiah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.
Dengan Huruf | , e |
PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas daerah (Bank ) dengan
menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB
ini terima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

Pamekasan, ............cccoevevveennnnes 2011
a.n. Kepala DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala
NiP.
MODEL : BPD-11A
Gunting disini
No. SKPDKB
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama
Alamat
Tahun
Yang menefima
[ O )

MODEL. BPD-11*




9. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET
Ji. Stadion No. 58 A Tahun
PAMEKASAN

STPD
(Surat Tagihan Pajak Daerah)

Nama L eeeeeeeeeeerremeeusnesiiseeseesaaseseeseneeetsisiiesteereeretees
Alamat L eeeieeereeeeeesmmesasseesessassseesieesassnineesennnnaaneeesnnnnn

NPWPO 00 O O

Menyetor berdasarkan*) [ | SKPD [ ]sTPD [ JLain-lain
[ ]skeDT [ _IsPTPD
[ IskPDKB [ ] SK. Pembetulan
[ ]skPDKBT [ ]SK. Keberatan
Masa Pajak © ... Tahun @ ... No. Urut: .....
No Ayat Jenis Pajak Daerah "“'_",'L'ah
Jumiah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sansi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan Huruf L
........................ Tahun ...........
Ruang untuk Teraan Diterima Oleh : Penyetor,
kas register / tanda tangan Petugas Tempat Pembayaran
petugas penerima Tanggal
Tanda Tangan :

Nama Barang

*) Beri tanda V pada kota[_| sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
Model DPD-12 .




10. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Dengan memperhatikan Surat Perintah Pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Nomor
....................................................... Tanggal @ ..o
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama waijib / Penanggung Pajak e et ner et e rese e ote e e e ara st e e e e e e ntean e nar e e rnnann
2. Jabatan Dt e sene s ene e e e en e eaaesennteennens snens
3. Alamat waijib / Penanggung Pajak ettt reerreee et ene et e et e ee e e e et st e et e e et e reaean

Sebagai waijib / Penanggung Jawab :

1. Nama Usaha L eeereeerteeaeeeieeeeeeeeaateesaeteasee et e ata et erneeene s e aneeeaaaean
2. Alamat Usaha D eetererrtenre e e ettt st es et ste s e saeaee st e r e nannns
3. Jenis Usaha D e e eeeoeeeaeeeeaeessaeoeaascoeaseieastneseaeeeasesaeenereeanean
4. NPW.PD D erreetrererrereneeereateesreateate et seeare s e s eteaseean e eaaeannerannan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Pamekasan, .........c.ccceevviiii v
Pemeriksa Waijib Pajak / Penanggung Pajak




11. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMASANGAN KOMPUTER

SURAT PERNYATAAN
PENOLAKAN PEMASANGAN KOMPUTER DAN LINE TELEPON

Dengan memperhatikan Surat Perintah Pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengeiolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Nomor
......................................................... Tanggal : ...cccoeeiiceee e
Yang bertanda tangan di bawabh ini :

1. Nama wajib / Penanggung Pajak D eterreeterneeeeeseeessrasseeeeesemeestesseeeetesetesenrectesarascessecen
2. Jabatan e rrereee e rtereere et et aat et eeae et eeea st tre et et e rate e e rae e
3. Alamat waijib / Penanggung Pajak D eetereeetaeseresureeeeeassreeesareeiastesesceesasseeascerascerenaaeeasanns

Sebagai wajib / Penanggung Jawab :

1. Nama Usaha D eteeerereereaeerreeeeseerereseseeeesssrteeasesaasessentarssannraerennaes
2. Alamat Usaha D et roereeecerreeseaeaateesaaeeaaaeeeaeeeeaeneee s eareeeeananeeaneen
3. Jenis Usaha L et e eeerereeeteaaateee et aeaeeteanteetaereanereraee s e neeesaneeas
4. NPW.P.D D reeereereee e rateereear et e et et s peene st ere st e e e s an e e seanes

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Pamekasan, .........oooeceeeeeeeieeereeeriereeeee e
Pemeriksa Waijib Pajak / Penanggung Pajak




12. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
JI. Stadion No. 58 A PAMEKASAN
Telp. (0324) 322274

NPWPD OO0 TITT1ry i cr1rj

Kepada Yth,

SURAT TEGURAN
NOMOL : ...ooveeecens

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai
berikut :

Nomor dan Tanggal SKPD, SKPT,
. ! Tanggal Jumiah
Jenis Pajak Tahun sf&gﬁgﬂsas:ggm‘;:ﬁ;san Jatuh Tunggakan
Keputusan Banding®) Tempo (Re.)
Jumiah
DENGAN MUIUF I { .oooeceecciee e et r e e b b e e et e ree e shenens e e e )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor
19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka
diminta kepada saudara agar melunasi jumiah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal surat teguran ini, setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penyerahan surat paksa.

Dalam hal ini saudara melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar saudara segera
melaporkan Kepada .........ccccccoceevivecnennn.

a.n. KEPALA DINAS
PENDAPATAN,PENGELQLAAN KEUANGAN DAN
ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala ........c.coocn.ce.

*) _Coret yang tidak periu
MODEL DPD-58




13. SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
JI. Stadion No. 58 A PAMEKASAN
Telp. (0324) 322274

NPWPD ] O CCLCITrr11 1 .1

Kepada Yth,

SURAT PERINGATAN

Nomor: ...
Berdasarkan pembukuan pada DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN, ternyata utang pajak saudara sampai saat ini belum disetor.
Sebelum berahimya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah, saudara diminta segera menyetorkan pajak restoran ke Bendaharawan Khusus Penerima DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN.

Jumiah utang pajak saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan

NIOMIOT <..ccentiieietennieeaateraen ae s beaseeeseesasas semeeanaanssessseasarensnsesannannes adalah sebesar Rp. .......cocoooieineiiiiiinniien,
(et ee e eee et e e e oe e ee e e ne s e er st e ena e eenen ).

Masa PJaK .....c.cvvereeeieecineei et

Apabila saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap
............................................................................................ pada jam kerja.

Demikian surat peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian saudara dan dapat dilaksanakan
sebagiamana mestinya.

Pamekasan, ...........ccccocceeeeeennns 2011

a.n. KEPALA DINAS

Petugas PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala .....ccccceeuevernnee

Penerima [ STTT R UT O NUUT P UTTTT PN |
NIP.

MODEL : DPD 1i-37




14. SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
JI. Stadion No. 58 A PAMEKASAN
Telp. (0324) 322274

SURAT PAKSA

NOMOF : ..eeeeiiieeeees

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN

Nama Waijib / Penanggung Jawab D eeereetemeemeeeeeieearreseeesa s oo ne e e e it deemn e s eteeneen e s bee s st na s
NPWP T eeeteeereeseereeeetressereeseeeesseresestessetasesceesaseesusesieatmesocnraiaans
Alamat D et erreeeeeeeaeeeeeteeeetreesesisetesesaanteeseesneneeeaiaanetsanaseesenan

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Nomor dan Tanggal SKPD, SKPT,
Tanggal Jumiah
. . SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan
Jenis Pajak Tahun Keberatan Keputusan Pembetulan, 11’ ea :“' h Tut(\gga; an
Keputusan Banding®) po P
Jumiah

Dengan ini :
1. Memerintahkan waijib pajak / penanggung pajak

a.n. KEPALA DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala ..........ccoceuennee

*) _Coret yang tidak periu
MODEL DPD-58




15. BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini .......ccceeeoneeee Tanggal ....cccceeeceecmnnnnenne Bulan ...........c......... Tahun ......ccoovreeveenens
atas permintaan DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN
PAMEKASAN yang berkedudukan di Ji. Stadion No. 58 A PAMEKASAN, Saya juru Sita Pajak Daerah
pada DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN
bertempat tinggal di ... berdasarkan keputusan Kepala DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN.

NOMOT: ... reeeceee e Tanggal : ..o

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat Tinggal di
Berkedudukan sebagai

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan surat paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib
Pajak / Penanggung jawab supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi surat paksa ini dan oleh karena
itu harus menyetor ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN sebesar
2 { < TS OSSPSR
{ererreree et e e et e n et s ettt e et s e et mar e ne b neas )

Dengan tidak mengurangl kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya
dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya baik berupa barang
yang bergerak maupun barang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada waijib pajak/
penanggung pajak dan salinan Surat kepada wajib pajak / penanggung pajak, di tempat tinggal /
kedudukan waijib pajak / penanggung pajak.

Penyerahan salinan surat paksa dilakukan kepada ...
bertempat iNGGal di ...... ... et e e e
DISEDADKAN ... ... et tae e et R s e e ar e es e s nee et e et

Yang Menerima
Salinan Surat Paksa Jurus Sita Pajak Daerah




16. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Ji. Stadion No. 58 A PAMEKASAN
Telp. (0324) 322274

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama L eeeeeeeeethereeseeeeassieaeeesstaaieetetentnn—aeeteerantaeteeteentntesternnnan
NPWP T eeereerrereisireseseesreeeeseteseesaiseensareeiaereeeaaartteeeaaeiseeraaaiennn
Alamat e eeeeeeeeremseereeeiteiseeeeritasereeaiaeaaeeeeasarteeereeeanaeearsnnrnns

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama e eeeeteerermestseesesseeesaseeesstesesssseeiesessnnnnsersarettinnasrnnaesnnnn
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang
pajak pada tanggal ............ccooiierrniiiieennee sebanyak ... kali angsuran,
terhadap surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a. SKPD NO. e Tal e, 2]« S
b. SKPDKB NO. .oirrrcrraes Tgl e RP. e
¢. SKPDKBT NO. e Tal e 13 + TR
d. STPD NO. .. eeeeeees [+ | R [ ad o NSO
RP: oo
Pembayaran angsuran

Angusran Biaya Administrasi/ Jumiah

Pokok Bunga Angsuran
a Tgl.... Angusuran ke-1 Rp. oo, RP. oeereeceees 31 T
b. Tgl......... Angusuran ke-2 {2+ S RP. e Rp. v,
c. Tgl........ Angusuran ke-3 [ 21 « J 5 + N 2] < S
d Tgl...... Angusuran ke-4 Rp. coeevecaneenns Rp. «ooveceenenne 5 - N
|51 « T 23 « N 5 «

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilaukan dengan Surat
Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pamekasan, .........ccccoeeeeeienerceienieceeneeenes
Mengetahui
Kepaila DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN Wajib / Penanggung Jawab
DAN ASSET

Kabupaten Pamekasan

NIP.

MODEL DPD-42




17. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Pamekasan, ..............cccnn....

Kepada Yth,

Sdr. Kepala DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
Kabupaten Pamekasan

di-
PAMEKASAN
Nomor
Lampiran :
Perihal :  Permohonan
Keberatan Pajak
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama wajib / penanggung pajak ...
Alamat L teeremeeeeaeeranneenb—aenneereaa——ra—————————
Bertindak untuk dan atas nama
Nama / merek Usaha L eeeeeenteenimaaeeereeesaeeieereareranraan
NPWPD 0 0 0 0 01
Alamat e etreeetiuee—n—eanbaiaeneaeseasareeaeeeeesaen
......................... Telp..oceeeee

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan pajak atas SKPD/SKPDT
ISKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *) NO. ....orviieiincninniineccenean,

Demikian atas persetujuannya disampaikan terima kasih

Hormat Kami
Waijib Pajak / Penanggung Pajak

*) Coret yang tidak perlu

MODEL DPD-53




18. KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Ji. Stadion No. 58 A PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

PERTAMA

KEDUA

Telp. (0324) 322274
KEPUTUSAN BUPAT! PAMEKASAN
Nomor: ......................
Tentang
KEBERATAN PAJAK
Surat permohonan keberatan pajak
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi

Dinas Kabupaten Pamekasan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Organisasi

Dinas Kabupaten Pamekasan;

Keputusan BUPATI PAMEKASAN nomor .... tahun ..... tentang rincian tugas dan

fungsi DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Kabupaten Pamekasan,

7. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor .... Tahun ... tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun ... tentang Pajak
Restoran.

o o AN

MEMUTUSAKAN

Surat ketetatapan pajak daerah (SKPD)
Nomor :
Nama / Merek Usaha :
Alamat

NPWPD

Nama waijib pajak / penanggung pajak

Semula ditetapkan L R
Dikurangi / ditambah dengan jumlah SR & { « PP
Besarnya ketetapan menjadi T ORP: e
Dengan huruf :

Apabila dikemudian hari terdapat kesangsian dalam keputusan ini, akan diadakan
pembetulan seperiunya.

Ditetapkan di D et er it e e e e
PadaTanggal  : ............ocoocoeicsiiiiiienn..
a.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

NIP.

MODEL DPD-52




19. LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN Wilayah
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN Kecamatan
KEUANGAN DAN ASSET Kelurahan
JI. Stadion No. 58 A
PAMEKASAN

L AMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Atas Nama e et ean s
Alamat e erereeeeeeeeees e eeeerreee e a—aaeeaeseenes
Nomor Kohir e e eie e aten e s e e aasaeree s eanen
NPWPD 0 0 OO T 11
BUKTI PEMERIKSAAN
Pada hari ini ... Tanggal .........cccoiiiinies Jam .

telah diadakan pemeriksaan di tempat, dengan hasil sebagai berikut :

Pamekasan, ..............ocoeemiiceiieeeeeeeae

Petugas Pemeriksa
Mengetahui
Wajib Pajak / Wajib Restribusi

Lampiran : DPD-24?




20. LAPORAN HASIL PEMERIKSA

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET
JI. Stadion No. 58 A
PAMEKASAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSA

NOMOT . ...

Tanggal: ....ccoccovmriiiiiieieceiceee
Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ... dan surat tugas pemeriksaan dari kepala DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN Nomor
.................................. tanggal ... bulan ............. tahun 2011 untuk pemeriksaan pembukuan Pajak
Restoran periode bulan ............. 2011.
Waijib Pajak
1. Nama
2. Jabatan
3. Alamat Wajib Pajak
4. Nama Usaha
5. Alamat Usaha
6. Jenis Usaha
7. Nomor Telepon
8. NPWPD.

Tujuan Pemeriksaan

Perampangan Perhitungan Pajak Restoran periode bulan ........ tahun 2011

Gambaran umum wajib pajak

Pendirian

Usaha tersebut didirikan sejak tanggal .... bulan ........... tahun ....... sesuai dengan Surat ljin Usaha dad
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan No. ...................... tertanggal .... bulan
............ tahun ...........

Bidang Usaha

Wiaijib pajak tersebut bergerak di bidang usaha restoran / rumah makan yang berlokasi di jalan ............
No. ..... Kabupaten Pamekasan dengan kapasitas ..... meja dan ..... kursi, jam buka ...... sid ... WIB

Jumiah meja Jumiah Kursi Tarif Makanan Rata-rata Tarif Minuman Rata-rata

Pembukaan
Dalam mengelola dan melakukan usahanya, wajib pajak (WP) sudah / belum menyelenggarakan
pembukuan. Adapun catatan-catatan yang diberikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan
antara jain :




No Dokumen Ada Tidak Ada
1. Bukukas/Bank

2.  Buku penjualan

3. Buku piutang

4.  Bon penjualan terporporasi

5. _SSPD Pajak Restoran Periode ................ 20.......

Tim pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan atas segala dokumen, catatan maupun
pembukuan yang relevan sebagai bukti pemeriksaan bulan .............. tahun 20....., yaitu dalam upaya
mendukung penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk periode pemeriksaan dimaksud dari
hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dokumen / catatan pembukuan yang diselenggarakan oleh
waijib pajak dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh bukti-bukti pembukuan.

Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan pembukuan wajib pajak diperoleh data besamya penerimaan penjualan untuk

riode pemerikasaan sebagia berikut:
Bulan Saldo Per Audit
e 20. RP. oo,

Total | Rp. ..oooens e

Jumiah pajak restoran periode bulan ............ Tahun 20...... adalah sebagai berikut :
Pajak restoran terhitung 10 % X Rp . ....ccccooiiiiinnnnnn.e. Rp. .ot
Pajak restoran yang telah disetor Rp. ..oooovnevveeenneneen
Pajak restoran yang masih harus disetor Nihil

Lampiran

1. Foto copy tanda bukti pembayaran pajak restoran peride bulan oo tahun 200 xx
2. Kertas kerja pemeriksaan
3. Foto copy laporan rekapitulasi penjualan periode bulan o tahun 200xx

Mengetahui / Menyetujui Pamekasan : .......... ! A /120.....
Restoran Petugas Pemeriksa

NP,

2.

NIP.

3.

NIP.

Mengetahui
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN

NIP.




21. KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
JI. Stadion No. 58 A PAMEKASAN
Telp. (0324) 322274

Menimbang

Mengingat

PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
Nomor: ......................

Tentang
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Surat permohonan keberatan pajak Nomor : ........... ..o
Tanggal
Atas Nama
Alamat

NPWPD

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi
Dinas Kabupaten Pamekasan;

5. Keputusan BUPATI PAMEKASAN Nomor ...... Tahun 20.... tentang rincian tugas dan
fungsi DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Kabupaten Pamekasan;

6. Keputusan Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun ... tentang petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor .... tahun ..... tentang
Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN:

Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak NOmMOT: ..o
Tanggal L erreeeeerrrsreeetere e e s e e e et e e nss e et e s nasaenenen
Atas Nama ettt et ae e st
Alamat e et s e s s se e

NPWPD 00 COC i

Berhubung e eeeeeereereeteeseeaesaree et arnese st e e sarenaeearen

MODEL DPD-51




KEDUA :  Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan seperiunya.
Ditetapkan di e e e
PadaTanggal :  ................o.ococeiecioe...

a.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN

NIP.

MODEL DPD-51

BUPATI PAMEKASAN,

T~

KHOLILUR| MA



